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Abstrak

Penelitian ini bertujuan : (1) Memahami latar belakang Komunitas Penglipuran melakukan tindakan pelestarian hutan bambu; (2) Mengidentifikasi pola pelestarian: (3) Mendeskripsikan implikasi pelestarian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori AGIL Talcott Parson. Penggunaan metode kualitatif digunakan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian dengan langkah-langkah penentuan informan dengan teknik purposive, penentuan metode melalui wawancara, obervasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui langkah reduksi,display data, kesimpulan dan verifikasi. Temuan menunjukkan terdapat tiga komponen yang melatarbelakangi dilakukannya pelestarian hutan bambu yaitu: 1) perawatan atas ideologi kultural yang berbasis pengetahuan budaya; 2) berfungsinya hutan sebagai penyelamat banjir; 3) kesadaran masyarakat atas nilai ekonomi hutan bambu. Pola pelestarian dilakukan melalui langkah sekala dalam bentuk merawat populasi bambu yang disangga lewat tabu memanen bambu disertai tindakan mengajegkan ritual tumpek pengatag (langkah niskala) yang ditunjang dengan mitos insklusif tentang larangan perempuan yang tidak perawan memasuki tempat suci (pura Puaji) yang ada di tengah hutan bambu. Pelestarian dilakukan pula melalui menjaga pembagian kerja seksual tentang pengolahan bambu. Implikasi yang ditimbulkan dari upaya pelestarian adalah berkembangnya pengolahan bambu menjadi industri kreatif dan terjaganya kehidupan flora dan fauna. Penggunaan Teori AGIL Parson memperjelas pemahaman tentang latar belakang yang disertai pola tindakan yang dilakukan komunitas indigenous Penglipuran melakukan pelestarian atas hutan bambu mereka.
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Abstract

This study aims to: (1) Understand the background of the Penglipuran Community to take action to conserve bamboo forests; (2) Identifying conservation patterns: (3) Describe the implications of conservation. The theory used in this study is the AGIL Talcott Parson theory. The use of qualitative methods is used to find answers to the formulation of research problems with the steps of determining informants with purposive techniques, determination of the method through interviews, observation and documentation. Data analysis was carried out through the steps of reduction, data display, conclusion and verification. The findings show that there are three components behind the preservation of bamboo forests, namely: 1) treatment of cultural ideology based on cultural knowledge; 2) the functioning of the forest as a flood savior; 3) community awareness of the economic value of bamboo forests. The pattern of preservation is carried out through the scale of steps in the form of caring for bamboo populations that are supported through the taboo of harvesting bamboo accompanied by the act of making the ritual of the stump tackle (noetic step) supported by an inclusive myth about the prohibition of women who are not virgins from entering a sacred place (Puaji temple) in the middle of the forest bamboo. Conservation is also carried out through maintaining sexual division of labor about processing bamboo. The implications arising from conservation efforts are the development of bamboo processing into creative industries and the preservation of flora and fauna life. The use of AGIL Parson's Theory clarifies understanding of the background accompanied by patterns of action taken by Penglipuran indigenous communities to preserve their bamboo forests.
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PENDAHULUAN

Hutan memiliki fungsi yang amat penting bagi kehidupan manusia, misalnya fungsi hidrologis, pemertahanan iklim secara makro, mikro atau fungsi klimatologis, pemertahanan kesuburan tanah, pemertahanan keanekaragaman genetik; sumberdaya alam dan sebagai objek wisata (Soemarwoto,1989; Irwan,1992). Dengan adanya aneka fungsi tersebut, tidak mengherankan pemerintah berusaha menjaga kelestarian hutan antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 (Haryanto,1988; Hardjosumantri, 1990; Guhardi,1990).


Namun, dalam kenyataannya penjagaan terhadap kelestarian hutan amatlah sukar. Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya kerusakan hutan, diantaranya adalah aktivitas manusia, seperti sistem peladangan tebas bakar, pencarian kayu bakar untuk pemenuhan domestik maupun untuk dijual, pencurian kayu bahan bangunan untuk pemenuhan kebutuhan pasar, dll (Pakpahan dan Pakpahan, 1991: 27; Sadjad, 1990: 4; Saidi, 1990: 107; Geertz, 1976; Mackinnon et.al., 1990). Berdasarkan catatan yang dibuat oleh FAO (Food and Agricultural Organization) diperkirakan kerusakan hutan di Indonesia setiap tahun mencapai sekitar 6.000 sampai 10.000 kilometer persegi (Soemarwoto,1990:109). Atau menurut catatan yang dibuat oleh Kantor Menteri Lingkungan Hidup (KLH) laju kerusakan hutan di Indonesia rata-rata mencapai sekitar 1,2 juta hektar per tahun (Akhmadi,1990; Lubis, 1988: 7; Haeruman, 1982). Dengan demikian, tidak mengherankan luas hutan yang mengalami kerusakan di Indonesia mencapai sekitar 20 juta ha (Sayadi, 1989: 58).


Kerusakan hutan secara nasional tercermin pula di pulau Bali. Hal ini terbukti dari adanya kenyataan bahwa banyak kawasan hutan di Bali mengalami penggundulan. Gejala ini tampak misalnya pada berbagai kawasan hutan yang berbatasan dengan desa-desa di Bali Utara seperti di wilayah kecamatan Grokgak, Tejakulan, Busungbiu, dan Sukasada. Dengan demikian, tidak mengherankan Bali tidak mampu mempertahankan areal hutan yang ideal. Luas hutan di Bali sekitar 125.000 ha. Areal itu jika dibandingkan dengan luas daratannya baru mencapai sekitar 22,30%. Sedangkan luas kawasan hutan yang ideal adalah 30% dari luas daratannya. Luas pulau Bali sekitar 563.285 ha, sehingga luas hutan yang seharusnya adalah sekitar 168.986 ha. Jadi, Bali masih kekurangan areal hutan seluas 43,986 ha (Wiranatha, 1988: 4; Bali Post, 12 Desember 1990; Rata, 1990:22).


Namun dibalik itu, ternyata ada sebuah desa adat, di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, yakni Desa Adat Penglipuran, mampu mengelola hutan secara berkelanjutan. Hutan yang mereka kelola, dilihat dari vegetasinya terdiri dari dua jenis yakni hutan homogin dan hutan heterogin. Hutan homogin berwujud hutan bambu seluas kurang lebih 75 ha dengan rincian kepemilikan perorangan sekitar 70 ha, sedangkan sisanya sekitar 5 ha milik desa adat. Hutan heterogin berupa pepohonan kayu yang tampak sangat rindang dengan luas sekitar 3 ha.


Menurut Dove (1985), Colletta (1987), dan Kusumaatmadja (1995), kajian maupun pemahaman terhadap kearifan tradisional baik berbentuk sistem budaya maupun sistem sosial yang berkembang dalam suatu komunitas amat bermanfaat. Kemanfaatannya tidak semata-mata bagi penambahan pengetahuan tentang kebudayaan maupun ekologi yang berkembang pada suatu komunitas, tetapi bisa pula dipakai sebagai sumberdaya atau acuan bagi pembangunan baik yang ditujukan terhadap komunitas yang bersangkutan, ataupun komunitas lain yang memiliki kesamaan latar belakang sistem sosiokultural. Bahkan Kusumaatmadja (1995) menekankan pentingnya pemahaman tentang kearifan tradisional sebagai kebutuhan yang mendesak karena adanya kenyataan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi acapkali menimbulkan ancaman bagi kelestarian lingkungan. Pertanyaan menariknya adalah: Mengapa masyarakat Penglipuran melakukan pemertahanan hutan bambu; Bagaimanakah cara pelestarian hutan bambu dalam perspektif gender ; Implikasi apakah yang ditimbulkan atas upaya pelestarian hutan bambu.


Teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah teori AGIL Talcott Parson. Konsep AGIL merupakan pengembangan teori fungsionalisme struktural dengan berpegang pada empat persyaratan mutlak yang harus dicukupi oleh setiap masyarakat, kelompok atau organisasi (Damsar, 2015). Bila tidak ada, maka sistem sosial tersebut tidak akan bertahan dan harus berakhir. Fungsi dari keempat persyaratan Parson diartikan sebagai suatu kegiatan yang diarahkan kepada pencapaian kebutuhan dari suatu sistem. Keempat persyaratan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Adaptasi (Adaptation), yakni supaya masyarakat dapat bertahan mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan masyarakat. Adaptasi menunjuk pada keharusan bagi sistem sosial untuk menghadapi lingkungan;

2. Tujuan (goal), artinya sistem harus mampu menentukan tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Tujuan yang diutamakan adalah tujuan tujuan bersama anggota dalam sistem sosial, bukan tujuan individu;

3. Integrasi (Integration), yakni masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya agar dapat berfungsi secara maksimal. Sosialisasi mempunyai kekuatan integratif yang sangat tinggi dalam mempertahankan kontrol sosial untuk menghindari konflik yang merusak;

4. Latensy atau pemilihan pola-pola yang sudah ada (pattern maintance), yakni setiap masyarakat harus mempertahankan, baik motivasi individu maupun pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasinya. Latensi menunjuk pada kebutuhan mempertahankan nilai-nilai dasar serta norma yang dianut bersama oleh para anggota masyarakat.

Melalui penggunaan konsep AGIL dapat dipahami latar belakang dan strategi yang dilakukan komunitas Penglipuran dalam pelestarian terhadap hutan bambu. 

METODE

Penelitian kualitatif dijadikan landasan kerja dalam penelitian tentang pelestarian hutam bambu di Desa Penglipuran. Berpijak pada pemahaman masyarakat sebagai composite unity (Muadz,2014:61) yang mana semua komponen sistem berinteraksi satu sama lain membentuk keutuhan yang selalu dipertahankan, maka sebagai riset kualitatif mengandalkan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data primer diperoleh melalui dokumentasi dan laporan penelitian tentang objek kajian. Teknik analisis data dilakukan melalui langkah reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan mengikuti azas-azas penelitian kualitatif melalui proses triangulasi sumber data, member check, peer debriefing, pengumpulan data secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu serta pemeriksaan kasus ( Miles dan Huberman, 1992; Carspecken,1996).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Latar Belakang Komunitas Adat Penglipuran Melakukan Pemertahanan Hutan Bambu

Pemertahanan hutan bambu yang dilakukan oleh masyarakat Penglipuran bukanlah tanpa alasan. Berbagai gagasan, pola tata kelakukan maupun benda-benda yang dihasilkan dari keberadaan hutan bambu dilatarbelakangi adanya landasan ideologi yang secara ajeg dirawat dari masa ke masa. Istilah ideologi dalam kajian budaya menurut Cavarallo (2004:134-137)  adalah.
Sekumpulan ide, cita-cita, nilai atau kepercayaan; filsafat; agama; nilai-nilai palsu yang digunakan untuk mengendalikan seseorang; seperangkat kebiasaan atau ritual; suatu media tempat sebuah budaya membentuk dunianya; ide-ide yang diunggulkan oleh kelas sosial, gender atau kelompok ras tertentu; nilai-nilai yang melanggengkan struktur kekuasaan dominan; suatu proses di mana sebuah budaya memproduksi makna dan peran-peran bagi subjek-subjeknya; gabungan antara budaya dan bahasa; perwujudan konstruksi budaya sebagai kenyataan yang sesungguhnya. 
Dengan demikian ideologi dapat didefinisikan baik secara netral, sebagai perangkat ide tanpa konotasi-konotasi politis yang jelas/terang-terangan, maupun secara kritis, sebagai seperangkat ide melalui mana orang membiasakan dirinya sendiri dan orang lain dalam konteks sosio-historis yang spesifik, dan melalui mana kemakmuran kelompok tertentu dikedepankan.

Definisi tentang ideologi tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa melalui ideologi, komunitas atau individu dapat dibentuk kepercayaannya tentang sesuatu sehingga dijadikan acuan untuk mengendalikan maupun memapankan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Melalui makna yang serupa Kutha Ratna (2005:601) mengemukakan definisi ideologi sebagai.

Sistem berpikir, sistem kepercayaan yang berkaitan dengan tindakan-tindakan sosial dan politik. Dalam perkembangan berikutnya, ideologi lebih banyak dihubungkan dengan asimetri kekuasaan, dengan pembenaran dominasi. Makna terakhir inilah yang membawa ideologi selalu dikaitkan dengan Marxis dan berbagai paham kelompok kiri lainnya.

Pada definisi yang kedua ini ditandaskan bahwa ideologi berhubungan kekuasaan dan pembenaran dominasi. Ketika kedua pengertian ideologi tersebut dihubungkan dengan ideologi kultural dalam pemertahanan hutan bambu dapatlah diartikan bahwa upaya masyarakat desa Penglipuran dalam pemertahanan hutan bambu dilandasi oleh pengetahuan-pengetahuan budaya yang telah diwarisinya secara turun temurun sehingga membentuk sistem kepercayaannya. Pengetahuan itulah yang akhirnya berkembang menjadi ideologi yang dimapankan melalui kekuasaan lembaga adat sehingga menjadi sebuah pembenaran dominasi yang dipercayai akan menjadikan masyarakat desa Penglipuran harmonis dan sejahtera.


Ada beberapa hal empirik yang melandasi dilakukannya pemertahanan hutan bambu yaitu.

1. Hutan Bambu dipandang sebagai Warisan Turun Temurun


Hutan bambu yang saat ini dikelola oleh masyarakat desa Penglipuran tergolong hutan yang tua. Keberadaannya dihubungkan dengan mitos kedatangan raja Panji Sakti (raja Buleleng) ke daerah Bangli sekitar abad ke 17. Sesampainya di daerah Kehen rombongan sangat terpukau melihat pemandangan yang asri. Kebetulan rombongan membawa sanan bekel dari bambu. Konon melihat pemandangan yang memukau membuat raja Pandji Sakti mengurungkan niatnya menyerang Bangli. Beliau memerintahkan bala tentara untuk kembali ke Buleleng. Sanan yang dibawa rombongan akhirnya ditinggal dan konon itulah asal mula masyarakat Bangli (termasuk Penglipuran) mulai mengenal tanaman bambu.


Secara historis hutan bambu di desa Penglipuran dikelola oleh 45 KK (Kepala Keluarga) dengan status kepemilikan sebagai tanah ayahan desa. Riwayat kepemilikan tersebut bermula dari kisah pembangunan Kubu Bayung sebagai hadiah raja yang memerintah di Bangli. Ke 45 KK tersebut mendapat bagian selain hutan bambu juga tanah tegalan dan pekarangan. Adapun status mereka adalah nyagra desa adat artinya, mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup desa adat. Segala sesuatu yang terkait dengan keperluan desa adat menjadi tanggung jawab ke 45 KK tersebut.


Keperluan desa adat yang memakai bahan bambu menjadi tanggung jawab mereka. Misalnya, mereka wajib menyerahkan bambu ke desa adat untuk berbagai pembangunan di desa. Walaupun desa adat telah memiliki hutan bambu sebagai kas desa (5 ha dari 75 ha hutan bambu), namun pembangunan pura dan balai masyarakat memerlukan bambu yang tidak sedikit (perlu diketahui berbagai bangunan di desa Penglipuran didominasi bahan dari bambu), sehingga mereka wajib menutupi kekurangannya. Aturan ini juga berlaku terhadap pewaris atau keturunan dari 45 KK tersebut. Mereka tidak berani melanggar ketentuan ini, karena adanya ikatan moral baik terhadap leluhur mereka maupun terhadap desa adat. Agar ikatan tersebut menjadi simpul yang kuat, akhirnya desa adat membuat aturan dengan melarang warganya (aspek hegemoni dan dominasi) untuk menjual tanah (termasuk hutan bambu) kepada pihak luar desa Penglipuran. Mereka hanya boleh menjual kepada sesama warga Penglipuran. Tampak bahwa mitos yang mereka warisi ditopang pula dengan tabu-tabu yang menjadi penyangga eksistensi hutan bambu. 

2. Bambu sebagai Medium dalam Mengasah Modal Kultural Masyarakat

Melalui keberadaan bambu masyarakat Penglipuran diajarkan untuk mengasah dan memelihara pengetahuan leluhur tentang cara-cara memanfaatkan bambu agar berguna dalam kehidupan di rumah tangga maupun masyarakat. Dalam konteks ini, secara tidak langsung masyarakat dari sejak kecil sudah mengenal bambu dalam kesehariannya. Bangunan rumah dari bambu, alat-alat masak, permainan (misalnya, tajog), alat-alat upakara untuk bebantenan, pelaratan upacara merupakan kumpulan pengetahuan tradisional yang mengendap daam memori anak. Pada prinsipnya, bambu telah mengajarkan masyarakat Penglipuran sebuah bentuk kultur yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang terus menerus selama hidupnya. Demikian pula pada lingkungan masyarakat adat, tampak pemakaian bambu untuk keperluan upacara di pura-pura tergolong dominan. Dalam konteks ini terjadi pula proses inkulturasi antar generasi yang berujung pada penanaman pengetahuan mengolah bambu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada saat upacara adat dan agama berlangsung keperluan bambu relatif tinggi, terlebih-lebih untuk keperluan pembangunan pura. 


Masyarakat Bali yang beragama Hindu mengenal berbagai upacara yadnya yaitu Dewa Yadnya, Manusa Yadnya, dan Bhuta Yadnya. Upacara tersebut memerlukan upakara yang disebut banten. Dalam pembuatan banten biasanya memerlukan bahan dasar bambu yang diolah untuk berbagai keperluan. Misalnya, pada saat upacara dewa yadnya senantiasa memakai penjor sebagai simbol Sang Hyang Widhi Wasa. Demikian pula saat upacara kematian, bambu memegang peranan yang penting. Bahkan bambu dianggap sebagai bekel mati yaitu bekal yang dibawa sampai ke kubur. Dalam kenyataan, bambu memang dipakai untuk membuat usungan dan ancak saji yakni sejenis pagar yang akan dipasang sekeliling nisan. Segala alat upacara yang dibuat dari bambu biasanya akan ikiut dikubur bersama-sama dengan jasad. Sedangkan, dalam upacara bhuta yadnya kehadiran bambu tidak bisa diabaikan. Misalnya, pembuatan sanggah cucuk jumlahnya sesuai dengan besar kecilnya upacara.
3. Nilai Ekonomis Tanaman Bambu


Sebelum tahun 1992, tampaknya tanaman bambu hanya digolongkan ke dalam tanaman penghijauan dan disejajarkan dengan tanaman gamal untuk makanan sapi (Monografi desa,1992). Hal ini mungkin disebabkan karena masyarakat belum memiliki pengetahuan yang optimal dalam mengolah tanaman bambu untuk dijadikan barang dagangan yang memiliki nilai pasar yang tinggi. Awalnya, masyarakat Penglipuran membuat alat-alat rumahtangga dari bambu baik untuk keperluan sendiri maupun untuk dijual ke pasar. Sejalan dengan meningkatnya pariwisata Bali, popularitas desa Penglipuran sebagai desa kuno menjadi daerah tujuan wisata kawasan Timur yang diperhitungkan. Perkenalan masyarakat desa penglipuran dengan pariwisata, sekaligus berarti terjadi interaksi dengan para wisatawan. Interaksi dengan tamu Jepang menyadarkan akan fungsi bambu yang bisa dijadikan barang seni. Telah diketahui secara umum bahwa masyarakat Jepang telah sejak lama mengolah bambu untuk dijadikan barang-barang seni.


Atas prakarsa masyarakat dan ditunjang oleh Dinas Pariwisata Kab. Bangli, dikirimlah wakil masyarakat untuk belajar mengolah bambu ke Jepang. Upaya ini membawa imbas kepada masyarakat Penglipuran dengan mengoptimalkan bambu sehingga memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Bahkan, masyarakat menjadikan rumah tinggalnya sebagai art shop yang memajang berbagai karya seni yang dibuat dari bambu. Selain itu, perubahan selera masyarakat umum kepada hal-hal yang klasik berpengaruh pula terhadap keperluan bambu, misalnya rumah-rumah tradisional yang dibuat dari bambu, alat domestik di hotel-hotel maupun restorant.


Dalam perjalanan sejarah bambu di desa Penglipuran, pernah ada keinginan beberapa warga masyarakat mengganti tanaman bambu dengan komuditi lainnya seperti jeruk dan cengkeh dengan maksud meniru keberhasilan rekan-rekan mereka di Kintamani dan sekitarnya. Namun, dalam perkembangannya mereka melihat kedua tanaman tersebut mengandung fluktuasi harga yang sangat tidak menentu. Belum lagi persoalan hama tanaman yang bisa menghancurkan dalam waktu sekejap. Hal inilah yang mengurungkan niat beberapa warga desa Penglipuran untuk mengganti tanaman bambu. Peristiwa ini justru menyadarkan mereka arti penting bambu dan tidak kalah menariknya sebagai alat untuk menghasilkan uang. Dalam konteks inilah masyarakat Penglipuran senantiasa menjaga harmonisasi peran gendernya dalam melakukan eksploitasi tenaman bambu di desanya. Mereka tetap menjaga perbedaan peran gender masing-masing dalam mengolah bambu. Namun, bisa pula terjadi mereka bisa saling membantu dalam menjalankan perannya terkait hutan bambu. Berikut ini jenis bambu yang ada di Desa Penglipuran.
Tabel 2.1 . Jenis-jenis bambu yang ada di Desa Penglipuran
	No
	Nama Bambu
	Ciri-ciri
	Fungsi

	1
	Tiing Jajang
	Diameter batang 9- 11 cm, 
seratnya agak besar, warna kulit bersih.
	Atap rumah

( sirap )

	2
	Tiing Tali
	Diameter batang 8 -9 cm, seratnya kecil-kecil, warna kulit bersih.
	Tali pengikat untuk bangunan ( tali tutus )

	3
	Tiing Jajang Batu
	Diameter 9 - 11 cm, seratnya 
agak besar, kulitnya tidak 
terlalu bersih.
	Cerangcang/ dinding rumah.

	4
	Tiing Jajang Taluh
	Diameter 8 -9 cm, seratnya 
kecil-kecil, kulitnya bersih . 
	 Sebagai Pagehan, bedeg

	5
	Tiing Jajang Papah
	Diameter 8 -9 cm, seratnya kecil-kecil, kulitnya paling bersih.  
	Anyaman bambu untuk dinding rumah (Bedeg) yang kualitasnya paling bagus.



	6
	Tiing Lepung
	Diameternya 15 - 16 cm, seratnya besar, kulitnya bersih. 
	Tiang bangunan.

	7
	Tiing Tultul
	Diameter 8 - 10 cm, warnanya 
kekuningan berisi bintik- bintik hitam kecoklatan.
	Anyaman bambu untuk dinding rumah (Bedeg) kualitas biasa.


Sumber: Wiguna,dkk,2012


Nilai ekonomis dari tanaman bambu tersebut setidaknya dalam beberapa tahun terakhir menjadikan sistem perekonomian masyarakat menjadi sangat dinamis. Hal ini pun sejalan dengan dijadikannya Penglipuran sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan di Kab. Bangli. Pembuatan kerajinan untuk souvenir dan bangunan tradisional berbahan bambu dijadikan ikon pariwisata Penglipuran.

4. Nilai Ekologis

Hal lain yang tidak kalah pentingnya, keberadaan hutan bambu di sebelah Utara Desa Penglipuran ternyata menyelamatkan desa ini dari ancaman banjir yang dapat datang dari arah Utara desa. Kondisi inilah yang semakin disadari pentingnya pemertahanan hutan bambu yang ternyata mampu menahan air sehingga ancaman banjir tidak pernah dialami oleh warga masyarakat. Secara ekologis keberadaan hutan bambu yang mereka warisi dipandang sebagai berkah yang diturunkan oleh leluhur mereka. Selain, itu keberadaan hutan bambu akhirnya dikembangkan menjadi eko wisata. Berbagai sarana penunjang disediakan oleh desa adat untuk menunjang tampilan eco wisata hutan bambu seperti membangun jalan melingkar untuk melintasi hutan bambu, membuat bale bengong di beberapa titik, menyiapkan sarana kuda sebagai transfortasi untuk mengelilingi hutan. Desain eco wisata bambu semacam ini dimaksudkan untuk menguatkan label  Penglipuran sebagai desa bambu.

3.2 Pola Pemertahanan Hutan Bambu Berbasis Gender


Dalam rangka pemertahanan hutan bambu, warga masyarakat mengenal berbagai tindakan berpola yang dijalankan secara terus menerus. Misalnya, mereka mengenal larangan-larangan atau tabu-tabu memanen bambu yakni tidak boleh menebang bambu pada hari Minggu, Ingkel buku dan Kajeng Umanis. Jika ini dilanggar, maka diyakini tanaman bambu akan mati. Berdasarkan pengetahuan masyarakat bahwa pada hari-hari tersebut tanaman bambu sedang diberi urip/jiwa oleh penguasa alam yakni para dewa sehingga tidak boleh diganggu.


Pola tindakan ini mencerminkan adanya kepercayaan bahwa tanaman bambu adalah milik para dewa sehingga setiap larangan yang ada padanya harus diikuti/ditaati. Pada prinsipnya larangan ini mencerminkan adanya kearifan tradisional agar manusia tidak semena-mena melakukan perabasan terhadap bambu, mengingat untuk mengembalikan keadaan semula memerlukan waktu yang relatif lama. Selain atas dasar keyakinan, secara teknis ada pula pengaturan cara menebang bambu agar bambu tidak rusak yang berakibat kematian. Misalnya, bambu yang sudah tua dengan ciri klopakan bambu sudah lepas harus segera dipanen. Jika tidak, maka akan tumbuh ancang (bambu kecil-kecil) dan kurang berguna. Sebaliknya, dihindari menebang bambu yang masih muda karena dapat berakibat kematian pula bagi tunas bambu yang lain karena tidak ada yang menyusui. Selain itu, tanaman juga diupayakan agar tidak tumbuh bunga karena akan berakibat kematian. Kesalahan dalam menebang bambu bisa pula menimbulkan akibat lain yakni samah godegan, artinya rimbun daunnya, kecil bambunya dan tumbuh kepasilan (parasit).


Di samping pola tindakan secara sekala, pemertahanan hutan bambu di desa Penglipuran dilakukan pula melalui pola tindakan secara niskala. Pola tindakan secara niskala dilakukan melalui ritual terhadap tanaman bambu pada hari Tumpek Wariga/Tumpek Bubuh. Pada hari ini mereka memohon kepada dewa penguasan tumbuh-tumbuhan yakni Sang Hyang Sangkara, agar tanaman yang mereka budidayakan, terutaman bambu berhasil dengan baik. Selain itu, filosofis Tumpek Wariga berpijak pada sikap untuk memberi sebelum menikmati, dalam konteks pelestarian sumberdaya hayati (Dharmika,1995:95). 


Pola tindakan secara niskala yang tidak kalah menarik dilakukan oleh masyarakat desa adalah menjaga areal tertentu yang ada ditengah hutan bambu dengan cara mensucikan kawasan tersebut. Areal yang disucikan itu berupa pura di tengah hutan yang disebut Pura Puaji. Salah satu cara untuk menjaga kesuciannya adalah membuat awig-awig berupa larangan bagi perempuan yang telah menikah memasuki areal pura. Ini adalah bentuk pengendalian sosial yang dibangun di masyarakat untuk mengindari terjadinya prilaku menyimpang. 
Bentuk pengendalian sosial yang diterapkan di desa Penglipuran ternyata berkaitan erat dengan status sebagai orang tua dan remaja yang belum menikah. Status sebagai orang tua adalah peningkatan dari status remaja dan sekaligus berarti perluasan tanggung jawab. Artinya, orang tua memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan anak remaja. Tanggung jawab dalam kehidupan di dunia adalah wujud dari pemenuhan keinginan nafsu duniawi. Hal ini dapat dianalogkan dengan kondisi yang bisa menimbulkan ketidaksucian batin yang disebabkan oleh luasnya dorongan tanggung jawab. Berbeda halnya dengan anak remaja, diharapkan senantiasa ada dalam pikiran yang bersih dari keinginan duniawi. Atas dasar hal itulah warga masyarakat desa Penglipuran memberi kepercayaan, tugas/tanggung jawab yang khusus kepada remaja untuk menjaga tempat-tempat suci. Kesucian yang memancar dari pribadi remaja adalah gagasan ideal yang memiliki makna yang amat dalam untuk melakukan pengendalian sosial bagi kesejahteraan masyarakat secara sekala dan niskala. Bentuk pengendalian sosial dalam penjagaan kelestarian hutan bambu dilakukan melalui penciptaan mitos inklusif yaitu melakukan pelarangan kepada perempuan  yang tidak perawan/telah  menikah memasuki kawasan suci yang ada di dalam hutan. Jika dilihat secara kritis kultur ini merupakan bentuk ketidakadilan gender atau bias gender terhadap perempuan, mengingat hal tidak diperlakukan untuk laki-laki yang lajang yang tidak perjaka. Namun, praktek kebudayaan semacam ini sudah menjadi milik masyarakat, maka gagasan ini dipandang memiliki makna yang patut dilestarikan sehingga menjadi nilai yang telah menjadi milik komunitas.


Di samping membangun bentuk pengendalian sosial, pelestarian hutan bambu di Desa Penglipuran dikuatkan juga melalui bentuk pembagian kerja berbasis gender. Berikut ini gambaran pembagian kerja dalam pengolahan hasil hutan bambu yang merepresentasikan posisi sosial perempuan dan laki-laki Penglipuran.

Tabel 1.1

Bagian-bagian Bambu yang Diolah Menjadi Berbagai Produk 
di Desa Penglipuran dalam Perspektif Gender

	No
	Bagian Tanaman Bambu
	Kegunaan/Produk
	Peran Gender

	1
	Daun bambu
	Pupuk 
	Laki-laki dan perempuan bersama-sama menyiapkan bahan untuk mengolah daun bambu menjadi pupuk. Hanya saja, informasi maupun pengetahuan pengolahan daun bambu didominasi oleh Laki-laki dlm status sebagai kepala keluarga. Bulan April 2014, ada sosialisasi pembuatan biogas dari bahan daun bambu oleh Jro Wacik dan tim di Desa Penglipuran, prioritas undangan adalah Kepala Keluarga.

	2
	Bambu muda (embung)
	Sayur 
	Pengolahannya dilakukan oleh para ibu shg pengetahuan memasak embung menjadi milik perempuan pada umumnya

	3
	Akar/bonggol
	Arang/adeng
	Pembuatan arang merupakan pekerjaan laki-laki. Walaupun pembuatan arang dewasa ini lebih banyak hanya mengendap dalam memori laki-laki Penglipuran pada umumnya, namun pembuatan arang tetap dipandang sebagai potensi yang menjanjikan

	4
	Batang bambu
	a. tiang bangunan

b. usuk

c. gedek/bedeg
d. sokasi
e. keranjang
f. dungki
g. nyiru
h. semat
i. souvenir (gelas, nampan, kroncongan, suling, keranjang buah, miniatur rumah adat,dll)

j. kepe
k. lumpian
l. kulkul
m. katik sate
n. kayu bakar, dll
	Ada beberapa pengetahuan membuat produk menjadi milik laki-laki seperti membuat tiang bangunan, usuk, gedek, kulkul, suling, miniatur rumah adat Penglipuran. Pengetahuan lainnya seperti sokasi, semat, kepe, lumpian dikatagorikan sebagai produk spesifik laki-laki.


Sumber: Primer, 2014


 Tabel 1.1 sekaligus menjadi potret luasnya bidang garapan yang dihasilkan oleh komunitas adat Penglipuran atas tindakan pelestarian terhadap hutan bambu yang membentengi desa. Dalam konteks inilah penggunaan teori AGIL menjadi relevan dalam menemukan jawaban tentang hal yang melatarbelakangi komunitas adat Penglipuran melakukan pelestarian hutan bambu. Artinya, ada tindakan adaptasi, ada tujuan yang dicita-citakan masyarakat, terdapat cara sosialisasi yang menghasilkan integrasi dan ada landasan nilai dan norma yang mengajegkan pelestarian hutan bambu dan pola pembagian kerja berbasis gender. Berikut adalah gambar yang mendukung implementasi atas dilakukannya pelestarian hutan bambu Penglipuran.
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Sumber: https://nunikutami.com/desa-penglipuran-bali.html. Diakses Tgl 22 Agustus 2018

Implikasi Pelestarian

Dimensi ekonomi

Secara ekonomis, pemeliharaan hutan bambu yang hanya dipanen setahun sekali sebenarnya berpeluang terjadinya alihfungsi hutan untuk dijadikan tegalan atau fungsi lain yang bisa menghasilkan uang. Terlebih-lebih desa-desa sekitar Penglipuran telah merabas hutan bambu mereka digantikan dengan tanaman perdagangan yang lebih bernilai ekonomis, seperti cengkeh, kopi, nangka, jeruk keprok, dll. Rangsangan penanaman tanaman perdagangan ternyata tidak berpengaruh terhadap pengelolaan hutan di Penglipuran. Masyarakat Penglipuran tetap berkemampuan mengelola kawasan hutan yang mereka miliki sehingga melahirkan suatu sistem pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Kenyataan inilah yang menyebabkan Desa Adat Penglipuran memperoleh hadiah Kalpa Taru pada tahun 1994.

Prestasi yang diraih oleh masyarakat Penglipuran di tahun 1994 tidak lepas dari dukungan peran gender perempuan dan laki-laki yang mampu bekerjasama tanpa saling mempertentangkan antar kedua peran tersebut.  Kenyataan ini menarik untuk dikaji, terutama berkaitan dengan latar belakang superstruktur ideologis atau sistem budaya yang mengendalikan masyarakat Desa Adat Penglipuran sehingga mereka tidak mengkonversi hutan yang mereka miliki. Dengan mengkaji fenomena ini, maka kearifan tradisional, yakni gagasan maupun pola tindakan yang mereka warisi secara turun temurun guna memberikan jaminan bagi kelestarian hutan (Soemarwoto,1989:95-96) menjadi terpahami. 

Secara ekonomi, keberadaan hutan bambu melahirkan icon produk yang khas Penglipuran yaitu bedeg, semat dan kroncongan. Pemilihan ketiga produk tersebut berdasarkan pengakuan masyarakat adalah menghindari persaingan yang tajam antara desa tetangga yang membuat produk bambu lainnya, sehingga atas dasar konvensi telah terjadi distribusi produk-produk tertentu yang dibuat oleh desa-desa di sekitar Penglipuran. Inilah wujud sebuah sikap kearifan lokal yang bisa dijadikan alat untuk meminimalkan konflik atau persaingan yang tajam antar desa.


Masyarakat mengenal berbagai jenis bedeg yakni sisik jujug untuk keperluan pembuatan saka enem, saka ulu dan saka roras. Bedeg basang dipakai untuk dinding dapur dan dinding rumah. Produksi bedeg menempati pasaran paling tinggi dan telah merambah daerah lain seperti Denpasar, Klungkung, Gianyar maupun Karangasem. Demikian pula pembuatan semat/beting dipandang mempunyai nilai pasar yang stabil untuk menunjang kebutuhan upakara. Walaupun kehadiran stepless dianggap sebagai ancaman, namun masyarakat Penglipuran masih memiliki keyakinan yang kuat bahwa masyarakat Bali tidak akan meninggalkan pemakaian semat untuk upakara. Pembuatan semat memakai bahan dasar tiing jajang. Tiing jenis ini sebenarnya dapat dipakai untuk berbagai keperluan, misalnya kulitnya bisa dipakai semat, isinya untuk saang/kayu bakar dan sisanya untuk katik sate. Dengan demikian pemakaian jenis tiing ini dapat menghasilkan berbagai pendapatan tambahan karena tidak ada yang terbuang. Beberapa rumahtangga di desa Penglipuran tidak pernah berhenti membuat semat, karena mereka telah memiliki langganan tetap di beberapa pasar di luar kabupaten seperti Gianyar, Klungkung maupun Denpasar.


Pembuatan semat yang terus menerus ternyata mampu membuka peluang kerja antar anggota masyarakat. Misalnya, satu rumahtangga yang membuat semat biasanya memerlukan 4-5 orang tenaga kerja (biasanya ibu rumahtangga). Mereka biasanya bertugas nyebit yaitu membuat membuat irisan-irisan bambu sehingga menjadi semat, sebelum diiris, majikan telah nyepih terlebih dahulu yaitu membagi-bagi batangan bambu menjadi beberapa bagian. Pasaran semat yang telah pasti ternyata tidak mudah bagi seorang warga Penglipuran yang bernama Ketut Jengki untuk beralih ke produksi lainnya. Berkat pembuatan semat dia mampu menyekolahkan anaknya sampai ke sekolah menengah umum (SMU).


Produksi lainnya yang menonjol adalah kroncongan. Benda ini berupa batangan bambu yang terpilih, diakit sedemikian rupa sehingga bisa menimbulkan bunyi tertentu saat kena angin. Cara memajang benda ini adalah dengan digantung. Salah seorang pengepul  kroncongan adalah Nengah Ngungsi. Dia adalah seorang pemuda yang getol membuat kroncongan selain souvenir dari kayu. Dia membuat semacam bengkel kerja di rumahnya yang mampu menampung belasan anak usia sekolah yang membentunya menghaluskan kroncongan. Dia telah memiliki pasar yang tetap seperti Gianyar dan Denpasar.


Selain ketiga produk tersebut, produksi lainnya seperti keben, kepe, sokasi hanya diproduksi jika ada pesanan atau tidak diproduksi dalam jumlah besar. Salah seorang tukang keben adalah istri Pak Nyoman Nyubung. Sokasi yang dibuatnya memakai bahan tundun/kulit sehingga menghasilkan sokasi yang halus. Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan rata-rata tiga hari untuk satu sokasi. Proses pembuatannya adalah pertama, bambu disebit, kedua, dibersihkan dan dikuskus supaya tidak klenteman (keluar bintik-bintik hitam). Ketiga, dijemur, setelah kering disiit (diiris) menjadi dua supaya tipis. Keempat, dilakukan langkah ngangsut (menghaluskan) dan terakhir barulah diulat (dijalin) menjadi sokasi. Fenomena pemanfaatan bambu sebagai barang soevenir yang menonjol saat ini adalah pembuatan keranjang buah yang berwarna warni. Aktivitas mewarnai dan menghias keranjang dilakukan oleh kaum perempuan yang dikenal dengan istilah notol. Pembuatan keranjang tidak sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat Penglipuran, tetapi bahan keranjang lebih banyak diambil dari desa tetangga, sedangkan proses pewarnaan di selesaikan oleh para ibu di desa Penglipuran. Walaupun demikian, ada pula warga yang mengolah langsung dari pembuatan keranjang sampai proses pewarnaan. 
Nilai ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Penglipuran dari tanaman bambu selain karena dia memiliki nilai pasar, juga dalam pemeliharaan bambu  sangat ekonomis. Tanaman ini tidak memerlukan pemeliharaan yang terlalu khusus serta tidak memerlukan pupuk yang harus dibeli di pasar. Daun bambu yang kering sekaligus berfungsi sebagai pupuk. Lagi pula tanaman ini sampai saat ini tidak mengenal adanya hama sebagaimana tanaman keras lainnya maupun tanaman di lahan basah. Ini pulalah yang menjadi sisi keunggulan lainnya dari hutan bambu.

Kelestarian Flora dan Fauna


Selain itu, hutan ini juga menyimpan kekayaan flora dan fauna yang sangat berarti bagi kelestarian lingkungan maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain tanaman bambu, terdapat berbagai tanaman merambat dan merimbun di bawah bambu. Berbagai tanaman pakis tumbuh dan menutupi lantai hutan. Masyarakat setempat sangat mengenal jenis tanaman yang ada di hutan bambu. Misalnya, tanaman yang bisa disayur antara lain paku (pakis), mbotan, gamongan (selain disayur juga untuk obat), gadung (untuk jajan), temu untuk obat panas. Selain itu, di hutan ini ada pula tanaman yang disebut sente yang berfungsi untuk membungkus tembakau. Di samping tanaman sayur dan obat-obatan, di lingkungan hutan bambu terdapat pula tanaman buah-buahan, misalnya ceroring, klasen, mundeh, kase-kase dan yang paling banyak adalah tanaman nenas. Keberadaan tanaman ini dirasakan bisa memenuhi keperluan sehari-hari masyarakat dan akan berdampak pada keamanan pangan masyarakat yang dibutuhkan dalam pembangunan jangka panjang.


Fauna yang menghuni hutan bambu antara lain, aneka burung seperti crukcuk, curik. Selain itu, terdapat pula berbagai jenis serangga seperti nyawan, tabuan, slalongan, belalang. Serangga ini biasanya diolah untuk menu sehari-hari dengan bumbu sune cekuh. Burung biasanya dipelihara di dalam rumah atau dipasarkan. Selain itu, binatang melata juga ada di hutan bambu seperti ular, biawak, kadal. Ular yang biasanya ada dalam hutan bambu adalah ular hitam, ular sanca (lelipi saab), ular hijau, ular poleng dan ular woh.

PENUTUP

Pemertahanan hutan bambu yang dilakukan oleh masyarakat adat desa Penglipuran adalah salah satu contoh dari cara masyarakat desa membangun dan melestarikan sistem perekonomian dan lingkungannya. Kesinambungan sistem pemertahanan yang dilakukan ternyata tidak bisa dilepaskan dari sistem nilai budaya yang telah mengakar dalam masyarakat berupa pengetahuan, keyakinan maupun rasa optimis yang ada pada masyarakat atas berbagai potensi yang dimiliki tanaman bambu. Pijakan atas sistem nilai budayalah yang menjadi landasan kuat sehingga hutan bambu bisa bertahan sampai saat ini. Selain itu, upaya sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus melalui level keluarga maupun desa adat tentang pentingnya keberadaan hutan bambu menjadi bagian dari kisah pemertahanannya. Dengan mengikuti Koentjaraningrat (1983), Sanderson (1993) dan Parson (1964) pemertahanan suatu sistem budaya, di mana pengetahuan, kaidah-kaidah, mitos maupun kepercayaan dan agama termasuk di dalamnya, tidak bisa dilepaskan dari pembudayaan dan sosialisasi. Sebab, hanya dengan cara demikian, sistem budaya tetap bisa bertahan sebagai milik masyarakat. Inilah esensi tindakan yang berkorelasi dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan yang diperlukan untuk membangun perekonomian yang mantap, di mana generasi muda mewarisi cara-cara memelihara peluang ekonomi sekaligus pelestarian lingkungan untuk kehidupan generasi mendatang. Dengan mengacu kepada pandangan Suparlan (1986) dan Keesing (1989) sistem budaya berfungsi sebagai resep, pedoman, atau pola bagi kelakuan dalam hidup bermasyarakat; mengelola lingkungan alam guna memenuhi kebutuhan dasar mereka; maupun dalam berhubungan dengan kekuatan adikodrati.
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